
GUBERNURKALIMANTANBARAT

PERATURANGUBERNURKALIMANTANBARAT
NOMOR110TAHUN2020

TENTANG
PENERAPANDISIPLINDANPENEGAKANHUKUM PROTOKOLKESEHATANSEBAGAI

UPAYAPENCEGAHANDANPENGENDALIAN
CORONAVIRUSDISEASE2019

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

GUBERNURKALIMANTANBARAT,

Menimbang : bahwauntukmelaksanakanketentuanDiktum KEDUAangka6huruf
b InstruksiPresiden Nomor6 Tahun 2020 tentang Peningkatan
Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan
InstruksiMenteriDalam NegeriNomor4 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam
Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
KesehatanSebagaiUpayaPencegahandanPengendalianCorona
VirusDisease2019diDaerah,makaperlumenetapkanPeraturan
Gubernur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum
ProtokolKesehatanSebagaiUpayaPencegahandanPengendalian
CoronaVirusDisease2019;

Mengingat : 1. Pasal18 ayat(6)Undang-Undang DasarNegara Republik
IndonesiaTahun1945;

2. Undang-UndangNomor25Tahun1956tentangPembentukan
Daerah-daerahOtonom PropinsiKalimantanBarat,Kalimantan
Selatan dan Kalimantan Timur(Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun1956Nomor65,TambahanLembaranNegara
RepublikIndonesiaNomor1106);

3. Undang-UndangNomor4Tahun1984tentangWabahPenyakit
Menular(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1984
Nomor20,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia
Nomor3723);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun2007Nomor66,TambahanLembaranNegara
RepublikIndonesiaNomor4723);

5. Undang-Undang Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2009Nomor144,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5063);

6. Undang-UndangNomor5Tahun2014tentangAparaturSipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5494);

SALINAN



7. Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor244,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia
Nomor5587)sebagaimana telah diubah beberapa kalidan
terakhirdenganUndang-UndangNomor9Tahun2015tentang
PerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor23Tahun2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun2015Nomor58,TambahanLembaranNegara
RepublikIndonesiaNomor5679);

8. Undang-UndangNomor30Tahun2014tentangAdministrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor5601);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina
Kesehatan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2018
Nomor128,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia
Nomor6236);

10. PeraturanPemerintahNomor6Tahun1988tentangKoordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3373);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1991 tentang
Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3447);

12.PeraturanPemerintahNomor53Tahun2010tentangDisiplin
PegawaiNegeriSipil(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2010Nomor74,TambahanLembaranNegaraRepublik
IndonesiaNomor5135);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang
KesehatanLingkungan(LembaranNegaraRepublikIndonesia
Tahun2014Nomor184,TambahanLembaranNegaraRepublik
IndonesiaNomor5570);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
ManajemenPegawaiNegeriSipil(LembaranNegaraRepublik
IndonesiaTahun2017Nomor63,TambahanLembaranNegara
RepublikIndonesiaNomor6037)sebagaimanatelah diubah
denganPeraturanPemerintahNomor17Tahun2020tentang
PerubahanatasPeraturanPemerintahNomor11Tahun2017
tentangManajemenPegawaiNegeriSipil(LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6477);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang
KesehatanKerja(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun
2019 Nomor 251,Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor6444);

16.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan
Tertentu (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 2018
Nomor34);



17.Peraturan Presiden Nomor82 Tahun 2020 tentang Komite
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Pemulihan EkonomiNasional(Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun2020Nomor178);

18.Keputusan Presiden Nomor7 Tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19),sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
KeputusanPresidenNomor7tahun2020tentangGugusTugas
PercepatanPenangananCoronaVirusDisease2019(COVID-
19);

19.KeputusanPresidenNomor11Tahun2020tentangPenetapan
KedaruratanKesehatanMasyarakatCoronaVirusDisease2019
(COVID-19);

20.KeputusanPresidenNomor12Tahun2020tentangPenetapan
Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(COVID-19)sebagaiBencanaNasional;

21.InstruksiPresidenNomor6Tahun2020tentangPeningkatan
Disiplin dan Penegakan Hukum ProtokolKesehatan Dalam
PencegahandanPengendalianCoronaVirusDisease2019;

22.PeraturanMenteriDalam NegeriNomor20Tahun2020tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
IndonesiaTahun2020Nomor249);

23.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/104/2020tentangPenetapanInfeksiNovel
CoronaVirus(Infeksi2019-nCoV)sebagaiPenyakityangdapat
MenimbulkanWabahdanUpayaPenanggulangannya;

24.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/328/2020tentangPanduanPencegahandan
PengendalianCoronaVirusDisease(COVID-19)ditempatKerja
PerkantorandanIndustriDalam MendukungKeberlangsungan
UsahapadaSituasiPandemi;

25.KeputusanMenteriDalam NegeriNomor440-830Tahun2020
tentangPedomanTatananNormalBaruProduktifdanAman
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)BagiAparaturSipil
Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
KeputusanMenteriDalam NegeriNomor440-842Tahun2020
tentang Perubahan Atas Keputusan MenteriDalam Negeri
Nomor440-830Tahun2020tentangPedomanTatananNormal
BaruProduktifdanAmanCoronaVirusDisease2019(COVID-
19)BagiAparaturSipilNegara diLingkungan Kementerian
Dalam NegeridanPemerintahDaerah;

26.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
Hk.01.07/Menkes/383/2020tentangProtokolKesehatanBagi
Masyarakatditempatdan Fasilitas Umum Dalam Rangka
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
(COVID-19);



27.InstruksiMenteriDalam NegeriNomor4Tahun2020tentang
PedomanTeknisPenyusunanPeraturanKepalaDaerahDalam
Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan sebagaiUpaya Pencegahan dan Pengendalian
CoronaVirusDisease2019diDaerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAIUPAYA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE
2019.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam PeraturanGubernuriniyangdimaksuddengan:
1. DaerahadalahProvinsiKalimantanBarat.
2. PemerintahDaerahadalahGubernursebagaiUnsurPenyelenggaraPemerintahan

Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
KewenanganProvinsiKalimantanBarat.

3. GubernuradalahGubernurKalimantanBarat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi

KalimantanBarat.
5. Bupati/WalikotaadalahBupati/WalikotadiProvinsiKalimantanBarat.

6.
PerangkatDaerah adalah Perangkatdaerah diLingkungan Pemerintah Provinsi
KalimantanBarat.

7. GugusTugasPercepatanPenangananCoronaVirusDisease(COVID-19)Provinsi
KalimantanBaratyangselanjutnyadisebutGugusTugasProvinsiadalahTim yang
dibentukolehGubernur,mempunyaitugasmempercepatpenanggulanganCovid-19
melaluiSinergitasantarPemerintah,Badan Usaha,Akademisi,masyarakat,dan
media;

8.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)
Kabupaten/Kotayang selanjutnyadisebutGugusTugasKabupaten/Kotaadalah
Gugus Tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)yang
dibentukolehBupati/WalikotadiwilayahProvinsiKalimantanBarat;

9. PencegahandanpengendalianCoronaVirusDisease2019adalahupayakesehatan
yang mengutamakan aspek promotif,preventif,kuratifdan rehabilitatifyang
ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan,kematian,
membatasipenularan,sertapenyebaranCoronaVirusDisease2019 agartidak
meluasantardaerahsertaberpotensimenimbulkankejadianluarbiasa/wabah.

10.AparaturSipilNegarayangselanjutnyadisingkatASNadalahprofesibagipegawai
negerisipildanpegawaipemerintahdenganperjanjiankerjayangbekerjapada
InstansiPemerintahProvinsi,Kabupten/Kota.

11.TenagaKontrakatausebutanlainnyaadalahPegawaiNonPegawaiNegeriSipildan
Non PegawaiPemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dikontrak oleh Kepala
PerangkatDaerah/UnitPelaksanaTeknisDaerah,selakuPenggunaAnggaran/Kuasa
PenggunaAnggaranberdasarkanPerjanjianKerjadalam jangkawaktutertentu,yang
telah direkrut pada tahun sebelumnya untuk mendukung tugas Perangkat
Daerah/UnitPelaksanaTeknisDaerah.

12.Corona VirusDisease2019 yang selanjutnya disebutCovid-19 adalah penyakit
infeksisaluranpernafasanakibatdariSevereAcuteRespiratorySyndrom Virus
Corona2(SARS-CoV-2)yangtelahmenjadipandemiglobalberdasarkanpenetapan
dariWorldHealthOrganization(WHO)danditetapkansebagaibencananonalam



nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
PenetapanBencanaNonAlam penyebaranCoronaVirusDisease2019(COVID-19)
sebagaiBencanaNasional.

13.Orangadalahperoranganataubadan,baikyangberbadanhukum maupunyang
bukanberbadanhukum.

14.Masyarakatadalahperorangan,keluarga,kelompok,organisasiprofesi,organisasi
sosialdanorganisasikemasyarakatan,duniausaha,duniaPendidikandan/atau
pihaklainnya.

15.Perilaku Hidup Bersih dan SehatdiMasa PandemiCovid-19 yang selanjutnya
disebutPHBSadalahsekumpulanperilakuyangdipraktikkanatasdasarkesadaran
untukmencegahterpaparnyadiridanlingkungansekitardaripenyebaranCovid-19.

16.SatuanPolisiPamongPrajayangselanjutnyadisebutSatpolPPadalahSatuanPolisi
PamongPrajaProvinsiKalimantanBarat.

17.ProtokolKesehatan adalah prosedurkesehatan yang harus dilakukan ketika
melaksanakanaktivitasditengahPandemiCovid-19.

18.UjiSwabPolymeraseChainReactionyangselanjutnyadisebutUjiSwabPCRadalah
pemeriksaanlaboratorium untukmendeteksikeberadaanmaterialgenetikdarisel,
bakteri,atau virus serta untuk mendiagnosis penyakitCovid-19,yaitu dengan
mendeteksimaterialgenetikvirusCoronadenganmenggunakansampellendiryang
diambildaridalam hidungmaupuntenggorokan.

19.Kerja sosialadalah kegiatan melakukan sesuatu sepertimenyapu jalan umum,
membersihkansarana/prasarana,fasilitasumum ataufasilitassosialsertamenjadi
relawanpadaSatuanTugasPenangananCovid-19yangdilakukankarenamelanggar
penerapanprotokolkesehatandalam pencegahandanpengendalianCovid-19.

20.RapidTestadalahmetodeskriningawaluntukmendeteksiantibodi,yaituIgM dan
IgG,yangdiproduksiolehtubuhuntukmelawanVirusCorona.

21.Isolasiadalah prosesmengurangiresiko penularan melaluiupaya memisahkan
individuyangsakitbaikyangsudahdikonfirmasiLaboratorium ataumemilikigejala
Covid-19denganmasyarakatluas.

22.KarantinaadalahprosesmengurangiresikopenularandanidentifikasidiniCovid-19
melaluiupayamemisahkanindividuyangsehatataubelum memilikigejalaCovid-19
tetapimemilikiriwayatkontakdenganpasienkonfirmasiCovid-19ataumemiliki
riwayatbepergiankewilayahyangsudahterjaditransmisilokal.

Pasal2

PeraturanGubernurinidimaksudkansebagaipedomandalam penerapandisiplindan
penegakanhukum protokolkesehatandalam rangkamemutusmatarantaipenularan
Covid-19didaerah.

Pasal3

PeraturanGubernurinibertujuanuntuk:
a.melindungimasyarakatdaripenularanCovid-19;
b.meningkatkanpartisipasiwargamasyarakatdanparapemangkukepentinganuntuk

mematuhiprotokolkesehatandalam pencegahandanpengendalianCovid-19;

c.mendorongwargamasyarakatmenerapkanPHBSsertamemilikikesadaranmematuhi
protokolkesehatanCovid-19dalam upayamencegahpenularandanpenyebaranCovid-
19didaerah;dan

d.mendorong terciptanya pemulihan berbagaiaspekkehidupan sosialdan ekonomi
wargamasyarakatyangterdampakpandemi.

Pasal4



RuanglingkupPeraturanGubernurinimeliputi:
a.pelaksanaanpenerapanprotokolkesehatan;
b.pencegahandanpenanggulangan;
c.monitoring,evaluasidanpelaporan;
d.sosialisasidanpartisipasi;
e.pembinaan,pengawasandanpenindakan;
f.sanksi;dan
g.pendanaan.

BABII
PELAKSANAANPENERAPANPROTOKOLKESEHATAN

BagianKesatu
SubjekdanObjekPengaturan

Pasal5

Penerapandisiplindanpenegakanhukum protokolkesehatanditujukankepada:
a.perorangan;
b.pelakuusaha;
c.pengelola,penyelenggara,ataupenanggungjawabtempatdanfasilitasumum;dan
d.ASNdanTenagaKontrakatausebutanlainnya.

Pasal6

Penerapandisiplindanpenegakanprotokolkesehatansebagaimanadimaksudpadaayat
(1)dilakukanpadatempatdanfasilitasumum yangmeliputi:
a. perkantoran/tempatkerja,usaha,danindustri;
b.sekolah/institusipendidikanlainnya;
c. tempatibadah;
d.stasiun,terminal,pelabuhan,danbandarudara;
e. transportasiumum;
f. kendaraanpribadi;
g.toko,pasarmodern,danpasartradisional;
h.apotekdantokoobat;
i. warungmakan,rumahmakan,cafedanrestoran;
j. pedagangkakilima/lapakjajanan;
k. perhotelan/penginapanlainyangsejenis;
l. tempatpariwisata;
m.fasilitaspelayanankesehatan;

n.areapublik,tempatlainnyayang bertujuanuntukmengumpulkanorang disuatu
tempatsepertitempatpenyelenggaraan event,hajatan,pesta perkawinan,dan
pertemuansejenislainnya;dan

o.tempatdanfasilitasumum yangharusmemperhatikanprotokolkesehatanlainnya
sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

BagianKedua

Hak

Pasal7



Setiaporangdidaerahmempunyaihakyangsamauntuk:
a. memperolehperlakuandanpelayanandaripemerintahdaerah;
b. mendapatkanpelayanankesehatandasarsesuaikebutuhanmedis;
c. memperolehdatadaninformasipubliktentangCovid-19;
d. kemudahanaksesuntukmelakukanpengaduantentangCovid-19;dan
e. pelayananpemulasarandanpemakamanjenazahCovid-19dan/atauterduga

Covid-19.

BagianKetiga

KewajibandanLarangan

Pasal8

(1) Setiaporangwajibmelaksanakandanmematuhipenerapandisiplindanpenegakan
hukum protokolkesehatanyangmeliputi:
a.Bagiperorangan:

1)menggunakanalatpelindungdiriberupamaskeryangmenutupihidungdan
muluthinggadagu,jikaharuskeluarrumahatauberinteraksidenganoranglain
yangtidakdiketahuistatuskesehatannya;

2)membersihkantangansecarateratur;
3)pembatasaninteraksifisik(Physicaldistancing);dan
4)meningkatkandayatahantubuhdenganmenerapkanPHBS.

b.Bagipelakuusaha,pengelola,penyelenggara,ataupenanggungjawabtempat,
danfasilitasumum :
1)melakukansosialisasi,edukasi,danpenggunaanberbagaimediainformasi

untukmemberikanpengertiandanpemahamanmengenaipencegahandan
pengendalianCovid-19;

2)melakukanpemeriksaansuhutubuhdipintumasuk;
3)pengunjungdankaryawanwajibmenggunakanmasker;
4)penyediaan sarana cucitangan pakaisabun yang mudah diakses dan

memenuhistandarataupenyediaancairanpembersihtangan(handsanitizer);
5)upayaidentifikasi(penapisan)danpemantauankesehatanbagisetiaporang

yangakanberaktivitasdilingkunganfasilitasumum;
6)mengaturjarakmejadantempatduduksertaantreanpalingsedikit1,5(satu

komalima)meterantarpelanggan;
7)mengaturwaktukunjungan;



8)pembersihandandesinfeksilingkungansecaraberkala;
9)penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakatyang beresiko dalam

penularandantertularnyaCovid-19;
10)menjaga kualitas udara ditempatusaha atau ditempatkerja dengan

mengoptimalkansirkulasiudaradansinarmataharimasuksertapembersihan
filterAC;

11)menjagakebersihantempat/fasilitasumum;
12)melakukanpembersihandandesinfeksidiareatempat/fasilitasumum;
13)memfasilitasideteksidinidalam penanganan kasusuntukmengantisipasi

penyebaranCovid-19;
14)mengupayakanpembayaransecaranontunai(cashless);dan
15)Menyiapkan petugas untuk mengawasipenerapan disiplin dan protokol

kesehatan.

c.BagiASNdanTenagaKontrakatausebutanlainnya:
1)memastikandiridalam kondisisehatsebelum berangkatbekerja;
2)menggunakanmaskeryangmenutupihidungdanmuluthinggadagu,pada

saatberadadidalam lingkungankantor,dalam ruangankerjaatauruangan
rapat;

3)membersihkan tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air
mengalir;

4)membawadanmenggunakanhandsanitizer;
5)melakukanpembatasaninteraksifisik(Physicaldistancing)minimal1,5(satu

komalima)meterpadasaatbekerja,mengikutirapat/pertemuan;
6)melakukanpengaturanjarakantarkursiminimal1,5(satukomalima)meter

dantidaksalingberhadapanpadasaatmenghadirirapat/pertemuan;
7)memberisalam tanpamelakukankontakfisik;
8)menerapkanprotokolkesehatanpadasaatbekerjamaupunmengikutirapat;

dan
9)meningkatkandayatahantubuhdenganmenerapkanPHBS.

(2) Setiaporangyangdiwajibkan isolasiolehGugusTugasProvinsi,dilarangkeluar
rumahsampaiberakhirnyamasaisolasi,kecualiuntukkeperluanKonsultasiatau
berobatkeDokter.

(3) Penumpang PesawatUdaradanKapalLautwajibmelakukanRapidTestdan/atau
SwabPCR terlebihdahulusebelum masukkedaerah,dibuktikandenganSurat
KeteranganHasilRapidTestdan/atauSwabPCRyangdiperlihatkanpadasaattiba
diBandarUdaradanPelabuhan.

(4) PenumpangBuswajibmelakukanRapidTestdan/atauSwabPCRterlebihdahulu
sebelum masukkedaerah,dibuktikandenganSuratKeteranganHasilRapidTest
dan/atauSwabPCRyangdiperlihatkanpadasaattibadiPosLintasBatasNegara
(PLBN)untuk penumpang Bus antarnegara dan TerminalKedatangan untuk
penumpangBusantarProvinsi.

(5) MaskapaiPenerbangan,OperatorPelayarandanOperatorBusdilarangmembawa
penumpangyanghasilRapidTestdan/atauSwabPCRnyaPositifCovid-19.

Pasal9

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum memilikiLaboratorium PCR wajib
mengirim sampelujiSwab PCR minimal200 (dua ratus)perminggu yang
disampaikankepadaGubernurmelaluiPerangkatDaerahyangmenanganiurusan
dibidangkesehatan.

(2) Pelaksanaankewajibansebagaimanadimaksudpadaayat(1)mengikutipetunjuk
teknisyangditetapkanolehBupati/Walikotasesuaidengankewenangannya.

Pasal10

(1) Setiap Perangkat Daerah Provinsi,Kabupaten/Kota berkewajiban memasang
himbauan yang bertuliskan “Kawasan Wajib Maskerdan Penerapan Protokol



Kesehatan”dilingkungankerjanyamasing-masing.

(2) TerhadapPerangkatDaerahyangmemberikanPelayananumum,sepertiSistim
AdministrasiSatuAtap(SAMSAT),PelayananTerpaduSatuPintu(PTSP),Terminal
orang/barang,RumahSakit,sertatempatpelayananumum lainnyaberkewajiban
menyediakan sarana cucitangan,alatpengukursuhu tubuh,pengaturan jarak
tempatdudukruang tunggu serta melakukan upaya pencegahan lainnya yang
diperlukansesuaiketentuanperaturanperundang-undangan.

(3)

(4)

Kepala PerangkatDaerah Provinsi,Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi
penerapan disiplin dan penegakan hukum protokolkesehatan sebagaiupaya
pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 dilingkungan unit
kerjanyamasing-masing.

Apabila dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(3)ditemukan
pelanggaran, maka Kepala Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota
berkewajibanmemberikansanksisesuaiketentuanperaturanperundang-undangan
dan melaporkan kepada PerangkatDaerah yang menanganiurusan dibidang
kepegawaiandanPerangkatDaerahyangmenanganiurusandibidangkeuangan
daerah.

BABIII
PENCEGAHANDANPENANGGULANGAN

Pasal11

Setiaporang,pelakuusaha,pengelola,penyelenggara,ataupenanggungjawabtempat
danfasilitasumum sertaASNdanTenagaKontrakatausebutanlainnya berkewajiban
memfasilitasidanmendukungpelaksanaanpencegahandanpenanggulanganCovid-19.

BABIV

MONITORING,EVALUASIDANPELAPORAN

Pasal12

(1) PerangkatDaerahProvinsi,PerangkatDaerahKabupaten/Kotaberpartisipasiaktif
melakukan monitoring pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum
protokolkesehatansesuaidengantugasdanfungsinyamasing-masing.

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilaporkan kepada Gubernur,
Bupati/WalikotamelaluiGugusTugasProvinsi,GugusTugasKabupaten/Kota.

(3) Hasilpelaporansebagaimanadimaksudpadaayat(2)ditindaklanjutiolehGugus
TugasProvinsi,GugusTugasKabupaten/Kotasesuaidengankewenanganmasing-
masing.

Pasal13

GugusTugasProvinsimemonitoringdanmengevaluasiGugusTugasKabupaten/Kota
dalam penerapandisiplindanpenegakanhukum protokolkesehatansertamemberikan
rekomendasiperbaikanyangperludilakukan.

BABV



SOSIALISASIDANPARTISIPASI

Pasal14

(1) Gubernur/Bupati/Walikotamenugaskanperangkatdaerahsesuaidengantugasdan
fungsinyauntukmelakukansosialisasiterkaitinformasi/edukasicarapencegahan
danpengendalianCovid-19kepadamasyarakat.

(2)
Pelaksanaansosialisasisebagaimanadimaksudpada ayat(1),dilakukandengan
melibatkanForum KoordinasiPimpinanDaerahdanpartisipasi/peransertadari:
a.masyarakat;
b.pemukaagama;
c.tokohadat;
d.tokohmasyarakat;dan/atau
e.organisasikemasyarakatan.

BABVI
PEMBINAAN,PENGAWASANDANPENINDAKAN

Pasal15

(1) KepalaPerangkatDaerah,KepalaInstansiVertikaldidaerah,pemukaagama,tokoh
adat,tokoh masyarakatdan organisasikemasyarakatan melakukan pembinaan
terhadappenerapandisiplindanpenegakanhukum protokolkesehatansesuaitugas
danfungsisertakewenanganmasing-masing.

(2)
Pengawasanterhadappenerapandisiplindanpenegakanhukum protokolkesehatan
dilakukanolehKepalaPerangkatDaerah,KepalaInstansiVertikaldidaerah,pemuka
agama,tokoh adat,tokoh masyarakatdan organisasikemasyarakatan yang
dilakukansecaraberjenjang.

(3) PenindakanataspelanggaranPeraturanGubernurinidilakukanolehGugusTugas
PercepatanPenangananCoronaVirusDisease2019(Covid-19).

BABVII
SANKSI

Pasal16

(1) Bagiperorangan,pelakuusaha,pengelola,penyelenggaraataupenanggungjawab
tempatdanfasilitasumum sertaASN danTenagaKontrakatausebutanlainnya
yang melanggarkewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 ayat(1)
dikenakansanksi.



(2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan
pengendalianCovid-19sebagaimanadimaksudpadaayat(1)berupa:
a.bagiperorangan:

1) teguranlisanatautegurantertulis;
2) kerjasosialselama15(limabelas)menit;
3) dendaadministratifsebesarRp.200.000,-(duaratusriburupiah);dan
4) dikarantinasampaikeluarnyahasilSwabPCR.

b.bagipelakuusaha,pengelola,penyelenggara,ataupenanggungjawabtempat,
danfasilitasumum :
1) teguranlisanatautegurantertulis;
2) dendaadministratifsebesarRp.1.000.000,-(satujutarupiah);
3) penghentiansementaraoperasionalusaha;
4) pencabutanijinusaha;dan/atau
5) apabila terdapat kluster keterjangkitan Covid-19 dalam kegiatan yang

melibatkanbanyakorang,makabiayapengobatanpasienCovid-19tersebut
ditanggungolehpenyelenggaraataupenanggungjawab.

c.bagiASN:
1) tegurantertulis;dan
2)denda administratifberupa tidak dibayarkannya uang makan pada hari

melakukanpelanggarandisiplindantidakdiperkenankanmemasukiseluruh
kawasankantorPemerintahDaerahuntukmelakukanurusankedinasan.

d.bagiTenagaKontrakatausebutanlainnya:
1) teguranlisan;
2) tegurantertulis;atau
3) kerjasosial.

(3) Setiaporangyangmelanggarketentuansebagaimanadimaksuddalam Pasal8ayat
(2)dikenakandendasebesarRp.1.000.000,-(satujutarupiah).

(4) TerhadapASN yangmelakukanpelanggarandiluarlingkungankantor,dikenakan
sanksiyangbersifatperorangansebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufa.

(5)
Maskapai Penerbangan, Operator Pelayaran dan Operator Bus yang tidak
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 ayat(5),
dikenakansanksi:
a.dilarangmembawapenumpangdariluardaerahselama10(sepuluh)hariberturut

-turut;
b.denda administratifsebesarRp.5.000.000,-(lima juta rupiah)bagiMaskapai

Penerbangan;
c.denda administratifsebesarRp.1.000.000,-(satu juta rupiah)bagiOperator

Pelayaran;dan
d.dendaadministratifsebesarRp.500.000,-(limaratusriburupiah)bagiOperator

Bus.
(6) Setiappenumpangsebagaimanadimaksuddalam Pasal8ayat(3) danayat(4)

yangtidakdapatmenunjukkanhasilRapidTestdan/atauSwabPCRakandilakukan
karantinadanapabilahasilRapidTestdan/atauSwabPCRnyapositifakandilakukan
isolasimasing-masingselama14(empatbelas)hariditempatyangdisediakanoleh
PemerintahProvinsi/Kabupaten/Kotayangbiayanyaditanggung/dibebankankepada
penumpangyangbersangkutan.



(7)
Dikecualikandariketentuansebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufaadalah
TentaraNasionalIndonesia(TNI)danKepolisianRepublikIndonesia (POLRI)di
daerahdanapabilamelakukanpelanggarandilaporkankepadainstitusimasing-
masing.

(8) Denda administratifsebagaimana dimaksud pada ayat(2)disetorkan ke Kas
Daerah.

Pasal17

Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal9ayat(1)dikenakansanksiberupapenundaantransferdanabagihasilpajak
daerah.

BABVIII
PENDANAAN

Pasal18

SegalabiayayangdikeluarkanuntukmelaksanakanPeraturanGubernurinidibebankan
padaAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahProvinsidansumber-sumberlainyang
sahdantidakmengikatsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

BABIX

KETENTUANPERALIHAN

Pasal19

(1)

(2)

Dalam halBupati/Walikotabelum menetapkanPeraturanBupati/Walikotatentang
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum ProtokolKesehatan SebagaiUpaya
PencegahandanPengendalianCoronaVirusDisease2019,dapatmempedomani
Peraturan Gubernurinidalam pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan
Hukum ProtokolKesehatanSebagaiUpayaPencegahandanPengendalianCorona
VirusDisease2019padaKabupaten/Kotamasing-masing.

Dalam halKabupaten/KotatelahmenetapkanPeraturanBupati/Walikotatentang
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum ProtokolKesehatan SebagaiUpaya
PencegahandanPengendalianCoronaVirusDisease2019,makayangdipedomani
adalahPeraturanBupati/Walikotayangbersangkutan,kecualiyangbelum diatur
atautidakcukupdiaturdalam PeraturanBupati/Walikota.



BABX
KETENTUANPENUTUP

Pasal20

PeraturanGubernurinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturanGubernurini
denganpenempatannyadalam BeritaDaerahProvinsiKalimantanBarat.
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